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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/M-DAG/PER/12/2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 33/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA

Menimbang

PERDAGANGAN PROPERTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ca.

bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme
tenaga ahli dalam kegiatan perdagangan properti dan
menjamin  perlindungan  konsumen, perusahaan
perantara perdagangan properti perlu didukung oleh
tenaga ahli yang memiliki keterampilan khusus berbasis
kompetensi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan
perubahan terhadap Peraturan Menteri
Perdagangan tentang Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008
tentang Perusahaan Perantara Perdagangan
Properti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara

Perdagangan Properti;



Mengingat
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor
4279);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor
5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4637);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun
2014 tentang Pembentukan Kementerian
dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun
2014-2019;

Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun

2015 tentang  Penggantian  Beberapa = Menteri
Negara Kabinet Kerja Periode Tahun
2014-2019;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara

Perdagangan Properti;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/
PER/8/2012;



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
. PERATURAN  MENTERI = PERDAGANGAN  TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/8/2008

TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN
PROPERTI.

Pasal I
Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan
Perantara Perdagangan Properti diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Perusahaan wajib memiliki tenaga ahli paling
sedikit 2 (dua) orang.

(2) Kantor cabang perusahaan wajib memiliki
tenaga ahli paling sedikit 1 (satu)
orang.

(3) Perusahaan yang  Dbekerjasama melalui sistem

waralaba wajib memiliki tenaga ahli dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit 2 (dua) orang untuk
perusahaan yang merupakan penerima
waralaba; atau

b. paling sedikit 1 (satu) orang untuk
perusahaan yang merupakan penerima
waralaba lanjutan.

4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), (2) dan (3), wajib membuktikan keahliannya
dengan melampirkan salinan bukti kepemilikan
dan menunjukkan dokumen asli bukti
Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti
yang  masih berlaku dan diterbitkan oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi yang terakreditasi di

Indonesia.
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Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



